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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Belopa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  21  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Suli  Barat,

Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Pammana,  Kabupaten

Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2021

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal 08

November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Barat Kabupaten

Luwu,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0057/008/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama berpindah- pindah terkadang di rumah orangtua Penggugat dan

kadang di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten
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Luwu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah dikaruniai 1 anak

yang bernama ANAK, usia 1 tahun;  

3. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula  berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2019  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh :    

- Tergugat malas menjalankan ibadah (sholat lima waktu);  

- Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;   

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  April  2021,  kemudian  Tergugat  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  sehingga  telah  pisah  tempat

tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;  

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat

dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha

bermusyawarah  dan  mencari  jalan  keluar  bersama  akan  tetapi  tidak

berhasil;  

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan

rumah  tangga  dengan  Tergugat,  karena  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak

madharatnya  dari  pada  maslahatnya,  sehingga  tujuan  dari  pada

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak

tercapai;  

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam) yang berlaku;  

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;  
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil  di atas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Belopa  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

 Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pada persidangan telah berusaha mendamaikan dengan

cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga

yang baik; 

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

RI. Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

untuk  menempuh  proses  mediasi  dengan  mediator,  Mujibburrahman  Salim,

S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil

mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut: 

1. Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan kembali rukun

membina rumah tangga;

2. Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  mencukupkan

keterangannya dan mohon penetapan; 

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  ditunjuk

segala  hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)

Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman

menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri

dari  seorang  hakim  ketua  dan  dua  orang  hakim  anggota,  kecuali  undang-

undang  menentukan  lain  seperti  maksud  pada  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 20212 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah

hakim  tunggal,  hal  tersebut  berdasarkan  surat  Ketua  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia,  Nomor  77/KMA/HK.05/3/2019,  tanggal  1  Maret  2019

Pengadilan  Agama  Belopa  telah  diberikan  dispensasi/izin  untuk  bersidang

dengan hakim tunggal;

Menimbang  bahwa  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo.  Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan

Pemrintah  Nomor  9  Tahun  1975,  karenanya  Pengadilan  Agama berwenang

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada

di wilayah Kabupaten Luwu, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan

Agama Belopa; 

Menimbang  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dan  rumah  tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu  Penggugat memiliki  legal

standing untuk mengajukan gugatan perceraian;
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Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik; 

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi,  mediator  berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  salah  satu  isi  pokok  perdamaiannya,

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut

dilakukan  sebelum pemeriksaan pokok  perkara,  maka sesuai  dengan  Pasal

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat

dibenarkan secara hukum, karenanya Hakim berpendapat bahwa pencabutan

tersebut  patut  dikabulkan  dan  perkara  dinyatakan  dicabut  sementara  pokok

perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah

didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan

Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

dalam kolom keterangan;

Menimbang,  bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut,  oleh karena

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan,  maka  sesuai  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor: 572/Pdt.G/2021/PA.Blp selesai karena

dicabut;

3. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian  ditetapkan  pada  hari  Senin,  tanggal  292  November  2021

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dede

Ramdani, S.H.I.  sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari  itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi

oleh  Khumaeni,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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